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BUPATI MEMPAWAH

PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI MEMPAWAH

NOMOR rS TAHUN 2019

TENTANG

INSENTIF KETUA RUKUN TETANGGA

DAN KETUA RUKUN WARGA PADA DESA DAN KELURAHAN

DI KABUPATEN MEMPAWAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MEMPAWAH,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan mutu, prestasi dan
semangat keija Ketua Rukun Tetangga (RT) dan Ketua
Rukun Warga (RW) pada Desa dan Kelurahan di
Kabupaten Mempawah dalam memberikan pelayanan
kepada masyarakat, perlu diberikan insentif;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Insentif Ketua Rukun
Tetangga dan Ketua Rukun Warga Pada Desa dan
Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Mempawah;

Mengingat : 1,

2.

Undcmg-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3
Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan
Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352),
sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan
Lembaran Negara RepubUk Indonesia Nomor 1820);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara Yang Bersih, dan Bebas Dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negsira
Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);



5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 ten tang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 ten tang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5495);

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indoensia Nomor 5679);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4578);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2014 tentang
Perubahan Nama Kabupaten Pontianak Menjadi
Kabupaten Mempawah di Provinsi Kalimantan Barat
(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 166,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5556);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015

tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 166,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5556);



13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah

Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5684);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman
Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 2094);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk
Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120
Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 157);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20
Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuanggin Desa
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 611);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG INSENTIF KETUA RUKUN
TETANGGA DAN KETUA RUKUN WARGA PADA DESA DAN

KELURAHAN DI KABUPATEN MEMPAWAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Mempawah.

2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Mempawah.
3. Bupati adalah Bupati Mempawah.

4. Kecamatan adalah Wilayah Keija Camat sebagai Perangkat Daerah

Kabupaten Mempawah.

5. Kelurahan adalah wilayah keija Lurah sebagai perangkat daerah
Kabupaten dalam wilayah keija Kecamatan.

6. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama Iain,

selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang
memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan
mengurus urusan pemerintahaan, kepentingan masyarakat setempat
berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak
tradisional yang diakui dan dihormati daleim sistem pemerintahan
Negara Kesatuan Republik Indonesia.

7. Pemerintah Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerinthan dan

kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara
Kesatuan Republik Indonesia.



8. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama
lEiin dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintah
Desa.

9. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain
adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang

anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan

keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

10. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang

ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama

Badan Permusyawaratan Desa.

11. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah lembaga yang

dibentuk melalui musyawarah pengurus RT atau perwakilan warga di

wilayah keijanya yang ditetapkan oleh Desa atau Kelurahan.

12. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga yang

dibentuk melalui musyawarah Kepala Keluarga (KK) dilingkungannya

dalam rangka pelayanan pemerintahan, kemasyarakatan dan

pembangunan yang ditetapkan oleh Desa atau Kelurahan.

BAB II

TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 2

(1) Ketua Rukun Tetangga (RT) dan Ketua Rukun Warga (RW) mempunyai
tugas :

a. membantu Kepala Desa/Lurah dalam bidang pelayanan
pemerintahan;

b. membantu Kepala Desa/Lurah dalam menyediakan data
kependudukan dan perizinan; dan

c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa/Lurah.
(2) Ketua Rukun Tetangga (RT) dan Ketua Rukun Warga (RW) mempunyai

fungsi :
a. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
b. menanamkan dan memupuk rasa persatuan dan kesatuan

masyarakat;
c. meningkatkan kualitas dan mempercepat pelayanan Pemerintahan

Desa/ Kelurahan kepada masyarakat;
d. menumbuhkan, mengembangkan, dan menggerakkan prakarsa,

partisipasi, swadaya, serta gotong royong masyarakat.

BAB 111

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 3

(1) Ketua Rukun Tetangga (RT) dan Ketua Rukun Warga (RW) mempunyai
hak :

a. menyampaikan aspirasi warga masyarakat kepada pemerintah
melalui Desa/Kelurahan;

b. mempfasilitasi dan mendukung kegiatan warga masyarakat melalui
program pemerintah; dan

0. memperoleh insentif yang ditetapkan dalam keputusan ini.



(2) Ketua Rukun Tetangga (RT) dan Ketua Rukun Warga (RW) mempunyai
kewajiban
a. menyampaikan saran dan pertimbangan yang mendorong atas

kelancaran pelaksanaan tugas pemerintah;
b. meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan jujur dan

transparan;

c. meningkatkan peran masyarakat dalam mendukung pekeijaan
Pemerintah Daerah;

d. menggerakkan gotong royong, swadaya dan partisipasi masyarakat.

BAB IV

PENDANAAN DAN TATA CARA PENCAIRAN

Pasal 4

Pendanaan Ketua Rukun Tetangga (RT) dan Ketua Rukun Warga (RW) Desa
dan Kelurahsin bersumber dari:

a. Swadaya masyarakat;
b. Bantuan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kelurahan
c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
d. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan
e. Bantuan lain yang sah dan tidak mengikat

Pasal 5

(1) Pemberian insentif bagi ketua Rukun Tetangga (RT) dan Ketua Rukun
Warga Desa/ Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Mempawah diberikan setiap bulan dalam 1 (satu) tahun dilengkapi
dengan menyertakan laporan kegiatan RT dan RW Desa/ Kelurahan
setiap bulan yang dilaporkan kepada Camat melalui Desa/ Lurah.

(2) Besaran Insentif Ketua Rukun Tetangga dan Ketua Rukun Warga
sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)/bulan.

Pasal 6

Biaya pemberian insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5,
dibebankan pada :
a. Anggaran Pendapatan dem Belanja Daerah Kabupaten Mempawah

pada pos masing-masing Kecamatan yang menaungi RT dan RW
Kelurahan; dan

b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang menaungi RT dan RW
Desa.

Pasal 7

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan
Bupati Mempawah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Kabupaten Mempawah, di cabut
dan dinyatakan tidak berlaku.



BAB V

PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 2 Januri 2020.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dalam Berita Daerah Kabupaten Mempawah.

Ditetapkan di Mempawah
pada tanggal 7)0 ~ 0 " 2019

ipawahDiundangkan di
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